PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG'NOMOR'31 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Menimbang:

Mengingat:

BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa agar bantuan santunan kematian dapat lebih tepat
sasaran maka sumber data penerima perlu disesuaikan;

bahwan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a; maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor
31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan
Kematian bagi Warga Miskin, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam)huruf'a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian
Santunan Kematian bagi Warga Miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan :

1.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Tingkat II dalampWilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengahg(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah ;Némor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan/Daerah (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomonad42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

8. Peraturan Dae€rah Kota,Semarang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penanggulangan)Kemiskinan di Kota Semarang
(LembaragfiaDaerah Kota'Semarang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota \, Semarang, Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
LCembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

10. WPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang\Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita™t Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan PBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

9. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada
ahli waris warga miskin yanghmeninggal ‘dunia yang
disebabkan karena usia lanjut, ‘sakity, lahirimati, bencana
alam, pembunuhan, buhuh diri "dan kecelakaan (bukan
kecelakaan lalu lintas).

10. Kartu Penduduk @Elektronikd yang ‘selanjutnya disebut
KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip
yang merupakan lidentitas resmi penduduk sebagai bukti
diri.

11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan‘ hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluargad

12. Warga adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota
Semarangyang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK
yang masih berlaku.

13. Warga Miskin adalah Warga Kota Semarang yang masuk
dalam DataTunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

14.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan
basis» data tunggal yang mengintegrasikan data dari
berbagai sumber, termasuk DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial
Ekonomi), dan P3KE (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

15. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak
atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat
warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan
surat keterangan dari Lurah setempat.

2. Pelaksanaan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan bagi yang meninggal dunia:
1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK;



2. fotokopi akta kematian dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

3. Cetak DTSEN, khusus bayi lahir mati Nomor ID
DTSEN mengikuti orang tua.

b. Persyaratan bagi ahli waris:

1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK;

2. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli
waris warga miskin yang meninggal dari Lurah
setempat.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanyasdalam Berita Daerah
Kota Semarang.

Ditetapkan diySemarang
pada tanggal
WALIKKOTA ' SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA'SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR






